BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Menimbang :

Mengingat

UMUM DALAM TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI TANGERANG,

bahwa penyelenggaraan angkutan orang dengan
kendaraan bermotor umum dalam trayek telah diatur
dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 77 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan
Bermotor Umum Dalam Trayek, Permohonan izin
penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum dalam Trayek, mengikuti mekanisme
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi
secara elektronik (online single submission), sehingga
perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang 77 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
Dalam Trayek;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang...



Menetapkan
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
AngkutanJalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014  Nomor 260, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan
Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 06,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang
Nomor 0611);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran
Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 04,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang
Nomor 0418);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1611);

9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 93 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita
Daerah Kabupaten Tangrang Tahun 2016 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 77 TAHUN
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang
Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
(Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor
7'7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...
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1. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 45

Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Orang
Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a sampai
dengan huruf ¢ mengikuti mekanisme yang diatur dalam
Peraturan perundang-Undangan mengenai pelayanan
Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online
single submission).

2. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 47 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 48 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 49 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 50 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 51 dihapus.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 20 Juli 2020
BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 42



